
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR ...?7 TAHUN .?:02-5

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,
Menimbang :  bahwa u n t u k  melaksanakan ketentuan Pasal 9 7  aya t  (3)

Peraturan D a e r a h  Kabupaten  Bangga i  L a u t  N o m o r  7
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati  tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif;

Mengingat 1 .  Pasal 1 8  a y a t  ( 6 )  Undang-Undang D a s a r  N e g a r a
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang N o m o r  5  T a h u n  2 0 1 3  t e n t a n g
Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

3. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  (Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa k a l i  d iubah terakh i r  dengan Undang-Undang
Nomor 6  Ta h u n  2 0 2 3  ten tang  Penetapan Peraturan
Pemerintah P e n g g a n t i  Undang -Undang  N o m o r  2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara  Repub l i k  Indones ia  Ta h u n  2 0 2 3
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai L a u t  Nomor  7
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Laut Nomor 92);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN

PEMANFAATAN INSENTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Insent i f  Pemungrutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya

disebut I nsen t i f  ada lah  tambahan  penghasi lan y a n g
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

2. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dani
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retr ibusi yang terutang
sampai kegiatan penagrihan pajak atau retribusi kepada
Wajib Pa jak  a t a u  Wa j i b  Retr ibusi  s e r t a  pengawasan
penyetorannya.

3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
temtang o leh orang pr ibadi  a t a u  badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan  t i d a k
mendapatkan imbalan secara langsung d a n  digunakan
untuk k e p e r l u a n  D a e r a h  b a g i  s e b e s a r  b e s a r n y a
kemakmuran rakyat.

4. Retribusi D a e r a h  a d a l a h  p u n g u t a n  D a e r a h  sebaga i
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/a tau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Unsur pembantu Bupat i  dan  Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan umsan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.



6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk k e  kas
daerah.

7. PemeHntah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  sebagai  u n s u r
penyelenggara Pemerintahan Daerah y a n g  memimpin
pelaksanaan u r a s a n  pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

8. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
9. Bupati  adalah Bupati Banggai Laut.

10. Waldl Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Laut.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Banggai Laut.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 2
(1) Insentif diberikan kepada PD pelaksana pemungut Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 )  secara

proposional dibayarkan kepada:
a. Bupati dan Walcil Bupati sebagai penanggrung jawab

pengelolaan keuangan Daerah;
b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan

keuangan Daerah;
c. Pejabat dan pegawai PD pelaksana pemungut Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;
d. pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat

Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah,
Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh PD
pelaksana pemungut Pajak  Daerah clan Retribusi
Daerah; dan

e. p ihak  lain yang membantu PD pelaksana pemungut
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



(3) Pemberian Insent i f  kepada Bupat i ,  Wa k i l  Bupa t i  d a n
Selcretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
humf  a  dan h u r u f b d a p a t  diberikan dalam ha l  belum
diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 3
(1) PD pelaksana pemungrut Pa jak  Daerah d a n  Retr ibusi

Daerah dapat  d iber i  Insent i f  apabila mencapai k iner ja
tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk meningkatkan:
a. k iner ja  PD  pelaksana pemungut Pajak Daerah d a n

Retribusi Daerah;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai PD;
c. pendapatan Daerah; dan
d. pelayanan kepada masyaralcat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam ha l  target kinerja suatu tr iwulan t idak tercapai,
Insentif un tuk  t r iwulan tersebut dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja
triwulan yang ditentukan.

(5) Dalam h a l  target  k iner ja  pada  alchir t a h u n  anggaran
penerimaan t i dak  tercapai, t i d a k  membatalkan Insent i f
yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4
(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat ( 1 )  d a p a t  d i be r i kan  a p a b i l a  mencapa i  t a r g e t
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah
ditetapkan, yang dijabarkan secara bertahap per triwulan
dengan rincian sebagai berilcut:
a. t r iwu lan  I 15% (lima belas persen);
b. t r iwu lan  II 40% (empat puluh persen);
c. t r iwu lan  III 75% (tujuh puluh lima persen); clan
d. t r iwu lan  IV 100% (seratus persen).



(2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima
belas persen) a tau lebih, Insentif diberikan pada awal
triwulan II.

(3) Apabila pada akhir triwulan I  realisasi kurang dan i 15%
(lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal
triwulan II.

(4) Apabila pada akhir triwulan I I  realisasi mencapai 40%
(empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk
triwulan I  yang belum dibayarkan dan  Insentif untuk
triwulan II.

(5) Apabila pada akhir triwulan I I  realisasi lcurang dan i 40%
(empat puluh persen), Insentif untuk triwulan I I  t idak
diberikan pada awal triwulan III.

(6) Apabila pada akhir triwulan I I I  realisasi mencapai 75%
(tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan
pada awal triwulan IV.

(7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi lcurang dan i 75%
(tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada
awal triwulan IV.

(8) Apabila akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus
persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang
dibelum dibayarkan.

(9) Apabila pada akhir triwulan IV kurang dan i 100% (seratus
persen) tetapi lebih dan i 75% (tujuh puluh lima persen),
Insentif diberikan triwulan I I I  dan triwulan sebelumnya
yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 5
Insentif bersumber dan  i pendapatan Pa jak  Daerah d a n
Retribusi D a e r a h  s e s u a i  d e n g a n  k e t e n t u a n  p e r a t u r a n
perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 6
(1) Besaran Insentif ditetapkan 5% (lima persen) untuk Pajak

Daerah dan Retribusi daerah dan i rencana penerimaan
Pajak Daerah d a n  Retribusi Daerah tahun anggaran
berkenan untuk tiap jenis Pajak Daerah clan Retribusi
Daerah.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan d a n  Belanja
Daerah tahun anggaran berkenan.

Pasal 7
(1) Besaran pembayaran Insentif  sebagaimana dimaksud

dalam, Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk
setiap bularmya dikelompoldcan berdasarkan realisasi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai
berilcut:
a. dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah),

paling tinggi 6  (enam) kali gaji pokok dan tunjangan
yang melekat;

b. R p  1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai
dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus
miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok clan
tunjangan yang melekat;

c. Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar
rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh
triliun l i m a  ratus mil iar  rupiah), paling tinggi 8
(delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
clan

d. d i  atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh tril iun l ima
ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat.



(2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungrut Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima
perseri) dan i besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan Pasal 6.

(3) Besarr3ya pembayaran I n s e n t i f  u n t u k  p i h a k  l a i n
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat (2) huruf  e
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dani
besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
Pasal 6.

(4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
sisa lebih, harus  disetorkan k e  k a s  daerah sebagai
Penerimaan Daerah.

Pasal 8
Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dan besaran pembayaran Insentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN

PERTANGGUNGAWABAN

Pasal 9
(1) Kepala P D  Pelaksana Pemungut Pa jak  Daerah d a n

Retribusi D a e r a h  men3rusun penganggaran Insent i f
pemungutan P a j a k  D a e r a h  d a n  Retr ibusi  D a e r a h
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

(2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelompoldcan ke dalam belanja
tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja
pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta
rincian objek belanja Pajak.
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(3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelompoldcan ke dalam belanja
tidalc langsung yang diurailcan berdasarkan jenis belanja
pegawai, obek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta
rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 10
Dalam h a l  target penerimaan Pajak Daerah dan  Retribusi
Daerah p a d a  alchi r  t a h u n  anggaran te lah  tercapai  a t a u
terlampaui, pemberian Insentif belum dapat dilalcukan pada
tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada
tahun anggaran beri lcutnya y a n g  pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11
Bentuk kelengkapan pertanggungjawaban pembayaran Insentif
dilaksanakan sesuai dengan ketantuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan B u p a t i  i n i  m u l a i  b e r l a k u  p a d a  tanggal
diundangkan.
Agar s e t i a p  o r a n g  mengetahuinya, memerintahkan
pengrundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Diteta kan di Banggai
pad g g a l  .7 Ictouavt 24/-r-

BU N G G A I  LAUT,

SO N  KAEPA
Diundangkan di Banggai
pada tanggal I .  lett4 (tar t -kit(

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGA1 LAUT,

- i#t--------------1-*--M-

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGA1 LAUT TAHUN2141NOMOR 27.


